GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

KE DALAM MODAL SAHAM PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
huruf a, disediakan dalam bentuk uang yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Papua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  Provinsi Papua tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Papua Ke Dalam Modal Saham
PT. Asuransi Bangun Askrida;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

4. Undang-Undang ......... /2
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KE DALAM MODAL SAHAM
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Provinsi Papua.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
Gubernur ialah Gubernur Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif
Daerah Provinsi Papua.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah
pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak
ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan.

BAB I1I
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi melakukan penyertaan modal
ke dalam saham PT. Asuransi Bangun ASKRIDA yang didirikan berdasarkan
Akte Notaris Raharti Sudjardjati, SH, Nomor 9 Tahun 1989, disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2
11682, HT 01.01 Tahun 1989 Tanggal 30 Desember 1989 (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 820 Tahun 1990 Tanggal 6 Maret 1990).
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Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah
dilakukan sampai dengan Tahun 2014 berjumlah Rp25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah).

Nilai Nominal per saham sebesar Rpl10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
sehingga jumlah saham pemerintah provinsi sebanyak 2 (dua) lembar.

Kelebihan dana dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibukukan sebagai dana titipan.

Pasal 4

Rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi sampai dengan Tahun 2016
adalah sebesar Rpl1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta
rupiah) setara dengan 116 lembar sertifikat saham.

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Tahun 2016 sebesar
Rp1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dikurangi
Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah
Rp1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 5

Dana penyertaan modal dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua pada
pengeluaran pembiayaan daerah.

(1)

(2)

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 6

Gubernur melaporkan perkembangan penyertaan modal setiap tahun anggaran
kepada DPRP dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan/
atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.

PT. Asuransi Bangun ASKRIDA wajib memberikan laporan perkembangan
realisasi penggunaan dana penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah
Provinsi Papua kepada Gubernur setiap tahun.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
KE DALAM MODAL SAHAM PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

UMUM

Untuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT.
Asuransi Bangun Askrida, untuk jumlah modal yang disertakan, pengisian
modal dan peruntukkannya, termasuk didalamnya ialah kewajiban-
kewajiban PT. Asuransi Bangun Askrida dalam bentuk laporan

perkembangan realisasi penggunaan dana penyertaan modal kepada
Gubernur setiap waktu yang diperlukan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 12



